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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo  yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu secara e-court pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Poso, 23 Februari 1992, agama Islam,

pekerjaan  Wiraswasta,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman  di  Jalan  Gunung

Tilongkabila  Kelurahan  Biawu Kecamatan Kota  Selatan,

Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa hukum

kepada  Iskandar Daulima, S.H,  Advokat / Penasehat /

Konsultan  Hukum  yang  Beralamat  di  Jalan  Gunung

Tilongkabila,  No. 64, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota

Selatan,  Kota  Gorontalo,  berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Gorontalo   Nomor

141/SK/KP/CG/2020,  tanggal  1  Oktober 2020 sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Gorontalo,  07  Agustus  1985,  agama

Islam,  pekerjaan Nelayan,  Pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan. Mohammad

Yamin  (komp  Tk  Al  Irsyad)  Kelurahan   Limba  B,

Kecamatan  Kota  Selatan  Kota  Gorontalo,  sebagai

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;
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Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2020

telah  mengajukan  gugatan  Cerai,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor  495/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal

02 Oktober 2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami  istri  yang sah dan

telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2007 bertepatan

dengan tanggal  5 Muharam 1428 H dan dicatat  oleh Pegawai  Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  KecamatanKota  Selatan,  Kota  Gorontalo,

Provinsi  Gorontalo.Sesuai  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:   473 /

Kua.30.06.02/PW.01/09/2019  tanggal  17  September 2019  dengan  akta

nikah No : 46/10/II/2007
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik

talak  (talak  bersyarat)  terhadap  Penggugat  yang  bunyinya  sebagaimana

tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di kediaman rumah milik orang tuaTergugat,dan selama pernikahan

tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  rukun  baik  sebagaimana

layaknya suami istri yang bahagia.
4. Bahwa  selama menikah dari Tahun 2007 hingga sekarang, Penggugat

dan Tergugat dikaruniai keturunan tiga orang masing-masing :
I. VINDY LINTARI CANDRA TUMU (usia 12 tahun)
II. ALKANSA CANDRA TUMU (usia 7 tahun)
III.MOHAMAD SYAWAL CANDRA TUMU (usia 5 Tahun)

5. Bahwa di pada tahun 2012 Tergugat pernah meninggalkan Penggugat

selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tanpa nafkah,  dan ternyata telah

diketahui sekembalinya Tergugat ke Penggugat, Tergugat telah menikah siri

dengan wanita lain.
6. Bahwa  tahun  2014  kerenggangan  hubungan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terus terjadi,  hal  mana Tergugat  sering pulang dalam keadaan

mabuk, dan tidak memperlihatkan tanggung jawab sebagai seorang suami.

Sehingga sering terjadi percekcokan antara pengugat dan Tergugat, tidak
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jarang  Tergugat  melemparkan  kata-kata  kasar  kepada  Penggugat,

sehingga menyakiti perasaan Penggugat.
7. Bahwa  semenjak  tahun 2015 setalah  1  minggu anak Penggugat  dan

Tergugat lahir, terugugat pergi meinggalkan Penggugat dirumah orang tua

Tergugat hingga sampai saat ini.
8. Bahwa karena Tergugat  sudah 5 tahun tidak pernah lagi  memberikan

nafkah lahir batin kepada Penggugat, maka Penggugat ingin mengajukan

Gugatan cerai kepada Tergugat.
9. Bahwa adanya perbuatan Tergugat yang menelantarkan Penggugat dan

anak-anaknya   tersebut  mengakibatkan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  tidak  ada  kebahagiaan  lahir  dan  batin  dan  tidak  ada  harapan

untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil.
11. Bahwa  atas  dasar  uraian  di  atas,  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang

No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :
Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya 

menurut hukum dan kebenaran  (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  diwakili  oleh  kuasa  hukumnya  datang  menghadap,  sedangkan

Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya,  meskipun  menurut   relaas  panggilan  nomor

495/Pdt.G/2020/PA.Gtlo,  yang  dibacakan  di  persidangan  Tergugat  telah
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dipanggil  secara resmi  dan patut,  sedang ternyata tidak datangnya itu  tidak

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, 

Bahwa  upaya  perdamaian  melalui  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  majelis Hakim telah berupaya  menasehati   Penggugat untuk

rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  oleh karena Tergugat  tidak pernah hadir di persidangan, maka

jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan  bukti  berupa  fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Dungingi,   Kota  Gorontalo  Nomor  :  473 /

Kua.30.06.02/PW.01/09/2019, tanggal  17  September 2019,  telah  bermaterai

cukup dan dinazzegel  telah dicocokkan  dan sesuai dengan aslinya,  lalu oleh

ketua mejelis diberi  tanda  bukti  (P);   

Bahwa disamping itu Penggugat  juga telah mengajukan  2 orang saksi

yang  telah  memberikan keterangan  dibawah sumpah menurut  agama Islam

sebagai berikut;

Saksi  1,

SAKSI,  umur  31  tahun, agama   Islam, pengemudi bentor, Tempat tinggal  di

Desa Luwoo Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa  saya  kenal  Penggugat dan Tergugat  dan keduanya  adalah

suami istri;

- Bahwa  setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Tergugat  sampai pisah;

- Bahwa  selama  dalam  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat   telah

dikaruniai    3 orang anak dan saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan

dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa  saksi  tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya

dalam keadaan rukun  kemudian  keduanya sudah tidak rukun lagi  karena
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sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang saksi dengar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak

memberikan nafkah kepada Penggugat;  

- Bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak  tahun 2015  dan yang turun dari rumah adalah Tergugat;

- Bahwa  saksi  ketahui  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua pihak akan tetapi tidak

berhasil;  

Saksi  2, 

SAKSI,  umur  37  tahun, agama   Islam, pekerjaan,  ibu rumah tangga, Tempat

tinggal  di  Kelurahan  Biawu  Kecamatan  Kota  Selatan,  Kota

Gorontalop;

- Bahwa  saya  kenal  Penggugat dan Tergugat  dan keduanya  adalah

suami istri;

- Bahwa  setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Tergugat  sampai pisah;

- Bahwa  selama  dalam  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat   telah

dikaruniai    3 orang anak dan saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan

dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa  saksi  tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya

dalam keadaan rukun  kemudian  keduanya sudah tidak rukun lagi  karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang saksi dengar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak

memberikan nafkah kepada Penggugat;  

- Bahwa saksi lihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak  tahun 2015  dan yang turun dari rumah adalah Tergugat;

- Bahwa  saksi  ketahui  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua pihak akan tetapi tidak

berhasil;  
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Bahwa terhadap keterangan kedua  saksi tersebut di atas, Penggugat

membenarkannya;   

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  memberikan  kesimpulan  bahwa

Penggugat bertetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat  dan telah

mohon  putusan;

Bahwa  untuk singkatnya uraian  dalam  putusan ini,  maka semua hal

yang termuat   dalam  Berita  Acara  Sidang ini  merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  pada

pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  selama  proses  persidangan  Pengadilan  telah

berupaya  menasehati  Penggugat  agar kembali rukun dengan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  ternyata  tidak  pernah  hadir  di

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya,  meskipun  Pengadilan  telah

memanggilnya secara resmi dan patut,  maka cukup alasan bagi  Pengadilan

untuk  menyatakan  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut

namun  tidak  hadir,  sehingga  perkara  ini  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa

hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  prosedur  mediasi  sebagaimana  ketentuan  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2016  tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa   pada  pokoknya  Penggugat  mendalilkan  semula

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan

harmonis, namun  pada tahun 2012 Tergugat pernah meninggalkan Penggugat

selama  kurang  lebih  8  (delapan)  bulan  tanpa  nafkah,  dan  ternyata  telah

diketahui  sekembalinya  Tergugat  ke  Penggugat,  Tergugat  telah  menikah  siri

dengan  wanita  lain kemudian   tahun  2014  kerenggangan  hubungan  antara

Penggugat dan Tergugat terus terjadi, hal mana Tergugat sering pulang dalam
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keadaan mabuk, dan tidak memperlihatkan tanggung jawab sebagai seorang

suami.  Sehingga  sering  terjadi  percekcokan  antara  pengugat  dan  Tergugat,

tidak  jarang  Tergugat  melemparkan  kata-kata  kasar  kepada  Penggugat,

sehingga menyakiti perasaan Penggugat dan  semenjak tahun 2015 setelah 1

minggu  anak  Penggugat  dan  Tergugat  lahir,  terugugat  pergi  meinggalkan

Penggugat dirumah orang tua Tergugat hingga sampai saat ini.

Menimbang  bahwa,  selanjutnya  dalam  perkara  perceraian  (sebagai

perkara  lex  specialis)  ketidakhadiran  Tergugat  tidak  dapat  menggugurkan

kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  kepada  Penggugat  tetap

dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut  tentang dalil-dalil  dalam gugatan

Penggugat tersebut; 

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil

Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami

istri sah yang dikuatkan dengan bukti   (P)   berupa akta autentik  yang dibuat

dan ditandatangani  oleh  pejabat  yang  berwenang dan  secara  materil  isinya

memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan

Tergugat,  sehingga  bukti   tersebut mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat

dan Tergugat  mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah

memberikan  keterangan  yang  saling  bersesuaian  terhadap  apa  yang  telah

saksi-saksi  lihat  dan   dengar   sendiri   tentang   kehidupan  rumah  tangga

Penggugat  dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah

menyangkut   terjadinya ketidak  rukunan  dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat  tidak ada lagi

harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan

diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat yang tidak rukun lagi karena Tergugat  tidak memberikan nafkah
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kepada Penggugat, kemudian pada tahun 2015 Penggugat  dan Tergugat telah

berpisah dalam rumah tangga mereka dengan perginya Tergugat meninggalkan

Penggugat,  dengan  demikian  telah  patut  dinyatakan  terbukti  dan  diangkat

sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat

telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran  yang  bersifat  terus  menerus   kemudian  telah  mengakibatkan

pecahnya  rumah  tangga  mereka  sehingga  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat tidak mungkin lagi  dapat dipertahankan untuk rukun kembali,   oleh

sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan

perkawinan Penggugat  dan Tergugat  ketimbang untuk dipertahankan karena

dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan  bagi Penggugat

dan Tergugat dikemudian hari;     

Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  mungkin  dipersatukannya  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat,  maka tujuan perkawinan untuk membentuk

keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  atau  sakinah,  mawaddah  warahmah

sebagaimana firman Allah SWT dalam  Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 yang

berbunyi  ;   

 

Artinya  :  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung

dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu

rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.    

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi

Hukum  Islam  tidak  dapat  terwujud  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat,  dengan demikian  alasan Penggugat   untuk  menceraikan Tergugat

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2)

Undang  Undang  Nomor  1  tahun  1974  yang  berbunyi  “Untuk  melakukan

perceraian harus ada cukup alasan  bahwa antara suami  istri  itu  tidak akan
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dapat rukun sebagai suami istri” serta  ketentuan pasal 19 huruf  (b) dan (f)

Peraturan Pemerintah  Nomor  9  tahun 1975, Yungto  pasal  116 huruf (b) dan

(f) Kompilasi  Hukum Islam;            

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah 

tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan 

sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan 

sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat  saat ini, maka Majelis 

Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna 

sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu     

sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari’at Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan 

rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, sakinah,  mawaddah dan rahmah, 

oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua 

belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga 

mempertahankan rumah tangga yang retak (broken marriage) adalah tidak ada 

manfaatnya. 

 Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih

pendapat fuqaha’ yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang

berbunyi : 

طلقعلیه      لزوجھا الزوجة رغبة طلق القاضواذااشتدَّعدم

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah

Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki  dengan talak

satu “;   

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  apa  yang  telah  dipertimbangkan

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

tersebut telah memenuhi  alasan perceraian,  dan oleh karena Tergugat  tidak

pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin

2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan

pasal 149 ayat (1) RBg (Reglement Buiten Gowesten);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang
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perkawinan,  maka  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  dibebankan

kepada Penggugat,  hal ini  sesuai  dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

2006 dan  Undang-undang Nomor 50  tahun 2009;

Memperhatikan  segala  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku serta dalil Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp  316.000,- (tiga  ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian  Putusan  ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari  Senin,  tanggal  19  Oktober

2020  Masehi, bertepatan  dengan  tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, dengan

Drs. Mohammad Hafizh Bula,  M.H sebagai  Ketua Majelis,   H. Hasan Zakaria,

S.Ag.,  S.H  dan  Dra.  Hj.  Marhumah  sebagai   Hakim-Hakim Anggota  dan

Putusan  tersebut  diucapkan  oleh  Ketua   Majelis  pada  hari  itu  juga  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan

Agus  Mashudi,  S.Ag  sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat dan kuasanya  tanpa  hadirnya  Tergugat; 

           Hakim Anggota,                                                       Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H                          Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

          Hakim Anggota,     
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putusan.mahkamahagung.go.id

       Dra. Hj. Marhumah  

    Panitera Pengganti

                                                      Agus Mashudi, S.Ag  

Rincian Biaya Perkara   :

1. Biata Pendaftaran     :  Rp.

30.000.-

2. Biaya ATK     : Rp.      50.000.-

3. Biaya Panggilan     : Rp.    200.000.-

4. Biaya  PNBP Panggilan   : Rp.      20.000.-

5. Biaya Redaksi        : Rp.      10.000.-

6. Biaya Materai        : Rp.        6.000.-

             Jumlah      : Rp.    316.000,- 

                (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
 

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 495/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11


